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Abstract
The research aims to analyze the financial capability of Batang Hari and Muaro Jambi Regency which is shown through DOF, IKR and PAD IPAD, analyzed the differences in financial capabilities shown through the DOF, IKR and IPAD, analyzed the relationship between financial capacity with economic growth, during the period 2001-2015. This research uses quantitative and qualitative methods using secondary data in the form of time series with observation period from 2001 to 2015. The analysis tool used to answer the above mentioned research objectives is the indicator of the financial capacity of the regions through the DOF, IKR and IPAD, independent test sample t-test and pearson correlation. The results show that the financial capacity of Batang Hari and Muaro Jambi regencies is still very low, where the Fiscal Autonomy Degree (DOF) is very less because it is <10 percent, the Routine Capacity Index (IKR) is very less because it is between 0.00 to 20, 00 percent and PAD Appearance Index (IPAD) were weak due to IPPAD <1. There was a significant difference in Fiscal Autonomy Degrees (DOF) and PAD Appearance Index between Batang Hari and Muaro Jambi Districts, while there was no significant difference in Routine Capacity Index (IKR ) Between Batang Hari and Muaro Jambi districts. There is no correlation between local financial capacity indicators (DOF, IKR and IPPAD) with economic growth through PDRB indicators in Batang Hari and Muaro Jambi districts.
Keywords: Regional Financial Capacity, Comparative Studies
Abstrak
Penelitian bertujuan menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi yang ditunjukkan melalui DOF, IKR dan IPAD; menganalisis perbedaan kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan melalui DOF, IKR dan IPAD; dan menganalisis hubungan antara kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi periode 2001-2015. Penelitian  menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan data sekunder dalam bentuk runtun waktu (time series) dengan periode pengamatan dari tahun 2001 sampai 2015. Alat analisis yang digunakan adalah indikator kemampuan keuangan daerah melalui DOF, IKR, dan IPAD, uji beda independent sample t-tes  dan korelasi pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi masih sangat rendah, dimana Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sangat kurang karena berada < 10 persen, Indeks Kemampuan Rutin (IKR) sangat kurang karena berada antara rasio 0,00 – 20,00 persen dan Indeks Penampilan PAD (IPAD) lemah karena IPPAD < 1. Ada perbedaan yang signifikan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dan Indeks Penampilan PAD antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, sementara tidak ada perbedaan yang signifikan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.Tidak ada hubungan antara indikator kemampuan keuangan daerah (DOF, IKR dan IPPAD) dengan pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB di Kabupaten Batang Hari dan kabupaten Muaro Jambi. 
Kata kunci : Kemampuan Keuangan Daerah, Studi Komparatif
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PENDAHULUAN
Reformasi yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 serta krisis keuangan dan kegagalan dalam mengembalikan stabilitas politik dan sosial saat itu, telah menjadi momentum  pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah membawa angin reformasi baik dalam perencanaan pembangunan daerah, hubungan antara eksekutif dengan legislatif maupun relasi antara pusat dan daerah serta pemerintah dengan bisnis. Paradigma pembangunan pun berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. 
Desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Dari sisi manajemen pengeluaran daerah, daerah dituntut harus lebih akuntabel dan transparan  sehingga pengeluaran daerah akan lebih efektif dan efisien. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD serta diharapkan pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan fungsi money follow function.
Kebijakan desentralisasi mere-komendasikan secara bersyarat adanya pemekaran wilayah yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 perihal yang sama. 
Pemekaran wilayah merupakan upaya untuk menciptakan peme-rintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi hasil penelitian2 menegaskan bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elite di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi. Euforia demokrasi dan partai politik yang terus tumbuh dimanfaatkan kelompok elite ini untuk menyuarakan aspirasinya mendorong terjadinya pemekaran. 
Namun tidak semua pemekaran menciptakan kemunduran dan menjadi bisnis kelompok elite, melalui pemekaran kinerja keuangan dan pelayanan publik dapat  ditingkatkan hal ini sejalan dengan penelitian11 menjelaskan bahwa dengan adanya pemekaran memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan dan pelayanan publik karena jangkauan pelayanan dan upaya dalam meningkatkan kinerja keuangan akan lebih cepat tercapai.
Pembentukan, pemekaran, peng-hapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepataan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000, Bab II Pasal 2).
Pemekaran suatu daerah berarti adanya pembagian dana kabupaten/ kota induk dengan daerah pemekaran baru. Pada kenyataannya kemampuan PAD sebagian besar daerah otonom kabupaten/kota, masih kecil sehingga bantuan keuangan dari pemerintah pusat masih diperlukan. Untuk itu  kemandirian lokal PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah harus ditingkatkan seoptimal mungkin, baik itu kabupaten pemekaran atau daerah otonom baru maupun kabupaten induknya. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada bantuan dan subsidi dari Pemerintah Pusat. 
Keadaan PAD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari tahun 2001-2015 menunjukkan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD. Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD  adalah 5,64%.  Kondisi ini juga terjadi pada Kabupaten Muaro Jambi. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Muaro Jambi juga sangat rendah denngan rata-rata kontribusinya adalah 4,20% tahun 2000-2015. Rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD  Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan masih rendahnya kemampuan keuangan daerah dan tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. 
        Beberapa penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa ketergantungan daerah pada pusat  diatas 50%. Untuk daerah provinsi, PAD rata-rata hanya mampu membiayai 30% dari pengeluaran rutin, sementara untuk daerah kabupaten/kota pengeluaran rutin yang mampu dibiayai oleh PAD hanya sebesar 22%7. Hal ini juga tampak pada Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.      
PAD merupakan kunci dalam pertumbuhan ekonomi8, meningkatnya PAD akan meningkatkan anggaran pembangunan selanjutnya jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur maka akan mampu meningkatkan produktivitas secara umum dan secara otomotis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian makro adalah  penambahan nilai Produk Domestik Bruto  riil (PDB) atau peningkatan pendapatan nasional. Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan PDB dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan9.
Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat merupakan suatu kebutuhan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah terus meningkat maka basis pajak pun akan meningkat, peningkatan basis pajak akan berdampak pada peningkatan PAD, dengan mening-katnya PAD akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.
     Perumusan masalah berdasarkan uraian yang telah dikemukakan    adalah :
1. Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dan Indeks Penampilan PAD (IPPAD) ?
2. Bagaimana perbedaan kemampuan keuangan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dan Indeks Penampilan PAD (IPPAD) ?
3. Bagaimanakah hubungan kemam-puan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebagai basis PAD dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi ?

METODE PENELITIAN
         Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan  data sekunder runtun waktu (time series) selama 15 tahun dari tahun 2001 sampai tahun 2015. Data sekunder berupa data realisasi APBD Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, PDRB seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
           Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Deskriftif komparatif adalah penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi  digunakan alat analisa yaitu indikator kemampuan keuangan daerah. uji beda independent sampel t-test dan analisis Korelasi Pearson.
Indikator Kemampuan Keuangan Daerah.
1. Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Derajat otonomi fiskal adalah kemampuan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dalam membiaya pembangunan.

Keterangan :
DOF    :  Derajat Otonomi Fiskal
PADt : Pendapatan Asli Daerah tahun t
TPDt  : Total Penerimaan Daerah tahun t
2. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)
Indeks Kemampuan Rutin  merupakan ukuran yang menggambarkan  sejauh mana kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran  rutinnya. IKR dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan :
IKR     :    Indeks Kemampuan Rutin
     PADt :   Pendapatan Asli    Daerah Pada Tahun t
TPRt : Total Pengeluaran/Belanja Rutin pada Tahun t

3. Indeks Penampilan PAD
Usaha daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah dari PAD dapat dipandang sebagai upaya fiskal daerah (fiscal effort) yang merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan daerah, karena data di daerah tidak mendukung maka dipakai berbagai proxy untuk mengukur upaya fiskal  (fiscal effort) dengan rumus sebagai  berikut :


Keterangan :
                            IPPA  : Indeks Penampilan        PAD
                                        UPPADj :  Upaya Pemungutan PAD di daerah j
                         TPADs    :  Tingkat PAD Standar  
Uji beda Independent sampel t- test
  Untuk menguji ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara kemampuan keuangan daerah Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi digunakan analisis uji beda Independent sample t- test. Terdapat dua rumus t-test yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen10. Rumus tersebut adalah sebagai berikut:
Polled Varians :
[image: C:\Users\TOSHIBA C840\Documents\Uji t Dua Sampel _ Free Learning_files\RumusPolledtTest.jpg]
Separated Varians :
[image: C:\Users\TOSHIBA C840\Documents\Uji t Dua Sampel _ Free Learning_files\RumusSeparatedtTest.jpg]

Dimana :
n1	: Jumlah sampel 1
n2	: Jumlah sampel 2
X	: Rata-rata sampel ke-1
X	: Rata-rat sampel ke-2
S1²	: Varians sampel ke-1
S2²	: Varians sampel ke-2

Korelasi Pearson
         Untuk mengetahui hubungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB), digunakan alat uji korelasi pearson. Korelasi pearson digunakan untuk melihat tinggi rendahnya derajat hubungan antara kemampuan keuangan yang diukur dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dan Indeks Penampilan PAD (IPPAD) dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi.

r   =       [n Ʃ xiyi]- [Ʃxi] [Ʃyi]
       √[ nƩxi² - (xi)²][nƩ yi²-(yi)²]
Keterangan:
r   = Koefisien korelasi
xi = Kemampuan keuangan daerah 
yi = Pertumbuhan ekonomi (PDRB)
 n = Jumlah observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Indikator Kemampuan Keuangan Daerah
1. Perhitungan Berdasarkan Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Muaro Jambi, namun begitu kemampuan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi menurut hasil penelitian Litbang Depdagri dengan Fisipol UGM masih berada pada kategori sangat kurang karena berada pada skala 0,00% - 10,00% .
2. Perhitungan Berdasarkan Indeks Kemampuan Rutin (IKR)
Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Batang Hari selama tahun 2001-2015 rata-rata sebesar 9,50%, sementara Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Muaro Jambi selama tahun 2001-2015 rata-rata sebesar 6,89%. Berdasarkan skala interval IKR, Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi berada pada kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi masih sangat tinggi pada Pemerintah Pusat.
3. Perhitungan Berdasarkan Indeks Penampilan PAD (IPPAD)

IPPAD Kabupaten Batang Hari tahun 2001-2015 rata-ratanya adalah 0,99% berada pada kategori lemah karena IPPAD < 1. Sementara Kabupaten Muaro Jambi IPPAD tahun 2001-2015 rata-ratanya adalah 0,53%, juga berada pada kategori lemah karana IPPAD < 1. Hasil ini sesuai dengan  penelitian dari Kuncoro (1995) yang menyatakan  PAD kabupaten dan kota di Indonesia rata-rata hanya mampu membiayai 22%  pengeluaran rutin.
Perbedaan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari dan   Kabupaten Muaro Jambi
1. Perbedaan Berdasarkan Derajat Otonomi Fiskal (DOF). 
Dari output SPSS, nilai t pada adalah 2,470 dengan probabilitas signifikansi 0,020 (2-tailed) lebih kecil dari 0,05. Karena nilai probabilita 0,020 < 0,050 maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi berbeda secara signifikan
Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi berbeda secara signifikan. Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Batang Hari sedikit lebih unggul dibandingkan Kabupaten Muaro Jambi, hal ini bisa dimaklumi karena Kabupaten Batang Hari merupakan Kabupaten Induk, sementara Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah pemekaran baru dari Kabupaten Batang Hari.
2. Perbedaan Berdasarkan Indeks kemampuan Rutin (IKR)

Hasil output SPSS Uji Beda Independent Sample t-test  Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Muaro Jambi, nilai t pada equal variance assumed adalah 1,994 dengan probabilitas signifikansi 0,056 (2-tailed) lebih besar dari 0,05 (0,056 > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi. Hal ini disebabkan karena tingkat ketergantungan fiskal  Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi, dimana proporsi pendapatan transfer terhadap APBD Kabupaten Batang Hari rata-rata 87,69%, sementara Kabupaten Muaro Jambi 89,50%. Tingginya proporsi tersebut menunjukkan masih rendahnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi dalam membiayai belanja pemerintahannya.
3. Perbedaan Berdasarkan Indeks Penampilan PAD (IPPAD)

 Hasil Uji Beda Independent Sample t-test, nilai t adalah 5,170 dengan probabilitas signifikansi 0,000 (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Indeks Penampilan PAD (IPPAD) Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi. 
	Indeks Penampilan PAD (IPPAD) Kabupaten Batang Hari lebih unggul dibandingkan Kabupaten Muaro Jambi (0,99% > 0,53%). Meskipun lebih unggul IPPAD Kabupaten Batang Hari berada pada kategori lemah karena IPPAD lebih kecil dari 1. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kontribusi PAD  dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah, dimana rata-rata kontribusi PAD di Kabupaten Batang Hari selama periode pengamatan sebesar 5,64% dan Kabupaten Muaro Jambi 4,20%.

Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

    Analisis hubungan kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara kemampuan keuangan daerah (DOF, IKR dan IPPAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi.

1. Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Batang Hari

Koefisien Korelasi Pearson di Kabupaten Batang Hari dapat dilihat hubungan antara DOF dengan PDRB berkorelasi  positif. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) berkorelasi sangat rendah dengan PDRB. Nilai P-value sebesar 0,737.lebih besar dari 0,05 ( 0,737 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara Derajat Otonomi Fiskal DOF dengan PDRB Kabupaten Batang Hari.  
        Hasil koefisien korelasi antara IKR dengan PDRB berkorelasi negatif. Korelasi  sebesar -0,050 menunjukkan bahwa korelasi antara IKR dengan PDRB menunjukkan tingkat hubungan yang sangat rendah. Nilai P value 0,861 lebih besar dari 0,05                        (0,861 > 0,05). Ini berarti hubungan tersebut tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara IKR dengan PDRB Kabupaten Batang Hari.
        Koefisien korelasi antara IPPAD dengan PDRB berkorelasi positif. Korelasi sebesar 0,007 menunjukkan bahwa korelasi antara IPPAD dengan PDRB menunjukkan tingkat hubungan yang sangat rendah. Sementara nilai P-value 0,979 lebih besar dari 0,05 (0,979 > 0,05), dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara IPPAD dengan PDRB Kabupaten Batang Hari.
2. Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Muaro Jambi.
    Berdasarkan perhitungan koefisien Korelasi Pearson Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat hubungan antara DOF dengan PDRB berkorelasi  negatif. Nilai korelasi -0,436 menunjukkan tingkat hubungan sedang, sementara nilai P-value 0,104 lebih besar dari 0,05 (0,104 > 0,05). Hasil ini berarti hubungan tersebut negatif  dan tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara DOF dengan PDRB Kabupaten Muaro Jambi.  
 Hasil Koefisien korelasi antara IKR dengan PDRB berkorelasi negatif. Nilai korelasi  0,357 menunjukkan tingkat hubungan yang rendah, sementara nilai P value 0,191 lebih besar dari 0,05 ( 0,191 > 0,05). Ini berarti hubungan tersebut tidak signifikan dan  dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara IKR dengan PDRB Kabupaten Muaro Jambi.
  Koefisien korelasi antara IPPAD dengan PDRB berkorelasi negatif. Nilai korelasi -0,226 menunjukkan tingkat hubungan rendah, sementara nilai P-value 0,418 lebih besar dari 0,05 (0,418 > 0,05). Ini berarti hubungan tersebut tidak signifikan dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara IPPAD dengan PDRB Kabupaten Muaro Jambi.
  Berdasarkan hasil perhitungan analisis Korelasi Pearson dapat diketahui  bahwa tidak terdapat hubungan antara kemampuan keuangan daerah baik DOF, IKR dan IPPAD dengan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya hubungan langsung antara DOF, IKR dan IPPAD terhadap PDRB serta rendahnya PAD di Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi. Rendahnya PAD menyebabkan tingginya ketergantungan fiskal terhadap pusat. 
   Ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat (Kuncoro, 2010)  disebabkan oleh : 1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; 2) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, dimana semua pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat; 3) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan; 4) penyebab yang bersifat politis dimana adanya rasa khwatir apabila daerah memiliki sumber keungan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme; dan 5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana selama ini pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk blok dan spesifik. Subsidi dalam bentuk blok berarti daerah memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana, sedangkan subsidi spesifik penggunaan dana sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut. Sementara jika dilihat dari jumlah bantuan subsidi yang bersifat spesifik, sehingga tidak berlebihan bila disimpulkan bahwa pemerintah pusat hanya memberi kewenangan yang  lebih kecil kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan didaerahnya. 
        Peningkatan PAD sebagai sumber penerimaan daerah dalam mendukung otonomi daerah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis baik melalui Intesifikasi dan Ekstensifikasi PAD. Dengan diterbitkannya Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan celah bagi daerah untuk meningkatkan pendapatannya melalui Pajak daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
Penyempurnaan administrasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak dan retribusi serta penyem-purnaan undang-undang pajak dan retribusi daerah. Melakukan perluasan dan  penyempurnaan tarif wajib pajak dan retribusi.

KESIMPULAN 
1. Berdasarkan Indikator DOF, IKR, IPPAD maka kemampuan keuangan di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi selama periode 2001-2015 adalah sebagai berikut :
a. Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi berada pada kategori sangat kurang.
b. Indeks Penampilan PAD (IPPAD) selama periode 2001-2015 untuk Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi menunjukkan posisi PAD lemah.
c. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Muaro Jambi secara absolut lebih rendah dari Kabupaten Batanghari, namun tren pertumbuhan kemampuan keuangan daerah (DOF, IKR dan PPAD) Kabupaten Muaro Jambi relatif stabil dan cenderung mengejar Kabupaten Batanghari, sehingga bisa dikatakan otonomi daerah di Kabupaten Muaro Jambi selama periode 2001-2015 menunjukkan hasil yang baik.
2. Hasil analisis dengan menggunakan DOF, IKR dan IPPAD menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi sebagai berikut :
a. Ada perbedaan yang signifikan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) antara Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi.
b. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.
c. Ada perbedaan yang signifikan antara Indeks Penampilan PAD (IPPAD) Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi.
d. Tidak ada hubungan antara kemampuan keuangan daerah (DOF, IKR dan IPPAD) dengan pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. 
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